
BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (21

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta ketentuan Pasal
11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kela
Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
lntan Jaya Tahun Anggararr 2027;

Mengingat

SALINAN

Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 1 5 1), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 ter,tang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undalg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 442 1);

7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4938);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1 | tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentatg Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
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12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tenlang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonedia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (t embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 'lahun 20 18 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

20. Peraturan Pemerintah... /4
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 fentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2077 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2027 ten+ang
Keu,enangal dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2l tentang Kewenangan
dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (l-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

27 . Peraturan Pemerintah... /5
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7169);

28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor i2 Tahun
2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

29. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2lla tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam
Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2026 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Dalam Keadaan Tertentu (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tai:un 2O26 Nomor 83);

30. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 1 8 Nomor 182);

31. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

32. Peraturan Presiden Nomor 'l 07 Tahun 2O25 tentang
Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun
2025-2029 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 169);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kery'a Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

34. Peraturan Menteri... /6
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Barita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Tahun 2019 Nomor 1447);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indor-resia Tahurr 2020 Nornor'
1781);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2021 Nomor i419);

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dalam Rangka
Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 302);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026
tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keq'a Pemerintah
Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 395);

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2O2l terrtarl.g Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodelikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun
2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Ta}run 2O2l
tentang Hasil Verifikasi. Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);

43. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

44. Peraturan Daerah,... I 7
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44. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 3 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (lembaran Daerah Provinsi
Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);

45. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 17
Tahun 2O26 lentang Rencana Keq'a Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2027 (l,embaran Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 17);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015-2035 (kmbaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 4);

.17. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Intan Jaya (kmbaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Iembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan
Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor I Tahun
2Ol7 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan kmbaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5 Tahun
2Ol7 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralqgat Daerah
Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya tahun 2017 Nomor 5);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun
2O2l tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021
Nomor 4);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Intan Jaya 2025-2045 (lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2016 Nomor 6);

51. Peraturan Daerah Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya
Nomor 5i;

52. Peraturan Bupati... /8
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52. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Ke4'a Perangkat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2Ol7 Nomor 1) sebagaimala telah diubah dengan
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keg'a Perangkat
Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI
PEMERINTAH DAERAH
ANGGARAN 2027.

TENTANG
KABUPATEN

RENCANA
INTAN JAYA

KERJA
TAHUN

BAII I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Intan Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Kex,enangan
Deerah Otonom Kabupaten Intan Jaya.

3. Bupati adalah Bupati Intan Jaya.
4. Dewan Perwal<ilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan

Ralt'yat Daerah Kabupaten Intan Jaya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD ada,lah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun
sebagai perwrrjudan komitmen daerah.

6. Rencala Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD Adalah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun
sebagai komitmen Kepala Daerah Dalam Mewujudkan Visi dan
Misi Bupati.

7. Rencana Ker1a... /9
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7. Rencana Ke{a Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD Adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk
periode 1 (Satu) Tahun yang merupakan Penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
mengacu pada RKP, Memuat Rancangan Kerangka Ekonomi
Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Dan
Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

8. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah dokumen
perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Ke{a Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10.Musyau'arah Perencanaan Pembangunan ),ang selanjutn),a
disingkat Musrenbang adalah Forum musyawarah antar pelaku
kepentingan dalam rangka menyepakati Rencana
Pembangunan.

11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya.

12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/ kota.

13. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
yang selanjutnya disingkat dengan BAPPERIDA adalah
Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengkordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
di Kabupaten Intan Jaya.

14. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yalg akan
dilaksanakan untuk mewuj udkan visi.

16.Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun Pembangunan di
Kabupaten Intan Jaya.

17. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah
Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.

19. Program.../ 10



19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang
dikooodinasikan oleh instansi pemerintah.

20. Pagu indikatif adalah indikasi anggaran yang akan diberikan
kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Ke{a OPD.

2l.Kine{a adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari
kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan
sumber daya pembangunan di Kabupaten Intan Jaya.

22. Indikator kineq'a adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kine{a suatu kegiatan, program atau sasaran dan
tujuan dalam bentuk keluaran (outpttll, hasil (outcome),
dampak {impact) di Kabupaten Intan Jaya.

23. Keluaran (output) adalah suatu produk alhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumberdaya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat tewujud di
Kabupaten Intan Jaya.

24. Hasil (outcomel adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dalam suatu program di Kabupaten Intan
Jaya.

BAB II
Dokumen Perencanaan

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Intan Jaya
untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1

Januari 2O27 sampat dengan tanggal 31 Desember 2027.

Pasal 3

(1) RKPD Kebupaten Intan Jaya Tahun 2027 merupakan
Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2O25-2O29.

(2)RKPD.../11
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(2) RKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2027 disusun berpedoman
pada:
a. Rancangan Rencana Ke{a Pemerintah (RKP) dan Program

Strategis Nasional Tahun Anggarurr 2027;
b. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi Papua Tengah Tallun 2027;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

86 Tahun 2O17.
(3) RKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2027 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

BAB I :Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Keda dan Pendanaan Daerah;
BAB VI : Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
BAB VII : Penutup.

(4) RKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2027 yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Kepala Daerah dijadikan sebagai
pedoman untuk menyusun:
a. Rancangan Akhir Rencana Keq'a (Renja) Perangkat Daerah

Tahun Atggaran 2027;
b. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) Tal:lun 2027

serta Rancangan Prioritas Planfond Anggaran Sementara
(RPPAS) Tahun 2027.

(5) Rencana Keq'a (Renja) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a) sebagai dasar
Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB tII
TATA CARA KERJA

Pasai 4

(1) Penyusunan Rencana Kefa Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Intan Jaya dimaksudkan untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

(2) Rencana Kerja mulai dari Perangkat Daerah sampai Distrik
dalam melaksanakan program / kegiatan mengacu pada
Rencana Ke{a Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai
panduan/acuan.

(3) Perangkat Teknis... / 12
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(3) Perangkat Teknis yang dimaksud secara hirarki selalu
melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap
program/kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.

(4) Setiap melaksanakan program/ kegiatan yang termuat dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini, agar selalu
menjadikan masyarakat sebagai objek, dengan tetap
memperhatikan asas kemanfaatan (nilai) serta kehidupan
sosial kemasyarakatan.

(5) Setiap melaksanakan program/kegiatan, agar memperhatikan
kaidah/etika hidup masyarakat sebagai bagian yang tak
terpisahkan.

(6) Apabila dalam melaksanakan program/kegiatan terdapat hai-
hal yang sifatnya emergensi yang keluar dari muatan Rencana
Keqja Pemerintah Daerah (RKPD) ini, maka segera melakukan
koordinasi secara baik sesuai dengan hirarkhi satuan
organisasi.

(7) Selalu mengadakan evaluasi terhadap capaian kinerja dan
disampaikan dalam bentuk iaporan.

BAB IV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 5

(1) Setiap Pejabat yang memimpin OPD tidak diperkenankan
membebankan sesuatu hal tertentu kepada masyarakat,
berkenan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan
dan kemasyarakatan.

(2) Setiap Pejabat/ Perangkat Daerah yang ada dalam vrilayah
Kabupaten Intan Jaya berkewajiban melaksanakan dan
mengamankan Rencana Keq'a Pemerintah Daerah (RKPD) ini
secara terpadu dan menyeluruh.

(3) Setiap Pejabat/Perangkat Daerah yang ada dalam wilayah
Kabupaten Intan Jaya agar selalu mengendepankan
profesinalitas dalam mengelola setiap persoalan-persoalan
sosial yang mengemuka dalam masyarakat.

(4) Dalam melaksanakan muatan Rencana Keda Pemerintah
Daerah (RKPD) ini, selalu mengutamakal kepentingan umum
yang didalamnya adalah masyarakat.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 18 September 2026

BUPATI INTAN JAYA,

T'TD

ANER MAISINI

Diundangkan di Sugapa
pada tanggal 18 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA,

T"ID

ASIR MIRIP

BERITA DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026 NOMOR 15

ai dengan aslinya
IAN HUKUM,

LAYUK
23 201004 1 001

-t-


